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ABSTRAK 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

memerlukan pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan 

Dana Desa di Kalurahan Sidoarum. Dengan demikian, penelitian ini untuk 

menjawab Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman 

terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, 

Kabupaten Sleman dan Apakah pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat 

Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip Siyasah Maliyah.  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) bersifat analisis-kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris 

atau sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, 

kemudian metode analisis data dengan cara reduksi dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum secara 

teoritis dan prosedural telah dilakukan melalui serangkaian upaya yang terstruktur 

yang sudah sesuai secara tekstual namun belum optimal secara implementasi. 

Karena implementasi di lapangan sangat terhambat oleh masalah kapasitas SDM 

Inspektorat yang minim. Keterbatasan ini menyebabkan frekuensi audit yang sangat 

rendah yakni sekitar 4-5 Kalurahan per tahun dan secara spesifik Kalurahan 

Sidoarum mengalami kekosongan pengawasan langsung oleh Inspektorat 

Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023. Dan pelaksanaan 

pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman ke Kalurahan Sidoarum belum 

menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah karena minimnya SDM dan adanya 

skala prioritas pengawasan yang bersifat mandatory, pemeriksaan seringkali harus 

ditinggalkan atau tertunda karena adanya program mandatory dari pemerintah yang 

lebih tinggi sehingga berimplikasi pada pelanggaran prinsip Keadilan, 

Keseimbangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kewajiban Negara untuk menjamin tata 

kelola keuangan yang akuntabel di Kalurahan Sidoarum. 

Kata Kunci: Pengawasan, Dana Desa, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kalurahan 

Sidoarum, Siyasah Maliyah. 
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Abstract 

Village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget 

require transparent and accountable supervision to realize community welfare. This 

study aims to analyze the implementation of the supervision of the Sleman Regency 

Inspectorate on the management of Village Funds in Sidoarum District. Thus, this 

study is to answer how the implementation of supervision by the Sleman Regency 

Inspectorate over the management of Village Funds in Sidoarum Village, 

Kapanewon Godean, Sleman Regency and whether the implementation of 

supervision by the Sleman Regency Inspectorate on the management of Village 

Funds is in accordance with the principles of Siyasah Maliyah.  

The type of research used in this study is qualitative analytical field research 

and juridical-empirical approach or legal sociology. Data was obtained through 

interviews and documentation, then data analysis methods by reducing and 

drawing conclusions.  

The results of the study show that the implementation of the supervision of 

the Sleman Regency Inspectorate over the management of Village Funds in 

Sidoarum Village has been carried out theoretically and procedurally through a 

series of structured efforts that are textually appropriate but not optimal in terms of 

implementation. Because implementation in the field is greatly hampered by the 

problem of minimal human resource capacity of the Inspectorate. This limitation 

causes a very low audit frequency, which is around 4-5 Districts per year and 

specifically the Sidoarum District, experiencing a lack of direct supervision by the 

Sleman Regency Inspectorate during the period 2020 to 2023. And the 

implementation of supervision by the Sleman Regency Inspectorate to the Sidoarum 

Village has not applied the principles of Siyasah Maliyah due to the lack of human 

resources and the existence of a mandatory supervision priority scale, inspections 

often have to be abandoned or delayed due to mandatory programs from the 

government that are higher so that it has implications for violations of the principles 

of Justice, Balance, People's Welfare and State Obligations to ensure accountable 

financial governance in the country. Sidoarum Village 

Keywords: Supervision, Village Fund, Sleman Regency Inspectorate, Sidoarum 

Village, Siyasah Maliyah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز
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Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

ِّدةَ ٌ  Ditulis muta’addidah مُتعَدَ 

دَّة ٌ  Ditulis ’iddah ع 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة ٌ  Ditulis ḥikmah ح 

لَّة ٌ  Ditulis ’illah ع 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

لِيَاءِ  وَأ  ’Ditulis Karamah al-Auliya كَرَامَةُ الْأ

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakāh al-Fiţri زَكَاةُ الأفِطأرِ 

 

D. Vokal Pendek 

1. ----  َ  ̄ ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----  َ_ ---- Kasrah ditulis i 
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3. ----  َ  ---- Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

ditulis Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 العلواين

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu 

mati 

 علومٌ

ditulis 

ditulis 

û 

‘Ulûm 

 

I. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum إلنٌشكرمت
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III. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān القرآنٌ

 

 ditulis al-Qiyās القياسٌ

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis ar-Risālah الرسالةٌ

 ’ditulis an-Nisā النساءٌ

 

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat. 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأيٌٌٌأهل

 ditulis Ahl as-Sunnah السنةٌٌأهلٌ
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ك اتهُُ  ب ر  ةُ  اٰللّه  و  حْم  ر  مُ  ع ل يْكُمْ  و   السَّلَ 

يمٌ  ح  ٌالرَّ حْمٰن  ٌاللّٰه ٌالرَّ  ب سْم 

داًٌرَسُولٌُاللّٰه .ٌ ٌمُحَمَّ ُ،ٌوَأشَْهَدٌُأنََّ ٌاللّٰه ينَ،ٌأشَْهَدٌُأنٌَْلٌََإ لٰهٌَإ لََّ رَبِّ ٌالْعَالَم   ٌ ه دٌٍالْحَمْدٌُلِلّ  نَاٌمُحَمَّ ٌعَلىٌَٰسَيِّ د  الَلههُمٌَّصَلِّ 

اٌبَعْدٌُ ينَ،ٌأمََّ ٌأجَْمَع  ٌوَصَحْب ه   وَعَلىٌَٰآل ه 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 Desentralisasi fiskal memberikan wewenang besar kepada Desa di 

Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola anggaran secara 

mandiri melalui Dana Desa. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu wilayah dengan 

dinamika pembangunan yang cepat, mengalokasikan dana yang cukup besar untuk 

mendukung kemandirian kalurahan, termasuk di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon 

Godean, Kabupaten Sleman. Secara empiris, Kalurahan Sidoarum di Kapanewon 

Godean telah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola 

keuangan desa yang akuntabel, khususnya pada periode 2024-2025.  

Hal ini dibuktikan dengan transparansi yang tinggi dalam penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, di mana proses penetapan 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara terbuka dan melalui 

mekanisme musyawarah yang partisipatif. Keterbukaan informasi mengenai 

realisasi anggaran BLT di Kalurahan Sidoarum menjadi indikator penting bahwa 

perangkat kalurahan telah berupaya meminimalisir risiko penyalahgunaan dana 

publik. Namun, prestasi empiris ini tidak lepas dari peran krusial pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP). 

Keberhasilan transparansi di Kalurahan Sidoarum merupakan manifestasi 

dari efektivitas fungsi pengawasan yang preventif dan represif. Dalam teori 
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pengawasan, Inspektorat berperan sebagai penjamin kualitas yang memastikan 

bahwa setiap rupiah Dana Desa dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Sinergi antara transparansi di tingkat Kalurahan Sidoarum dan pengawasan ketat 

dari Inspektorat Sleman pada tahun 2024-2025 menjadi titik krusial untuk 

menjamin bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya tertib secara administratif, 

tetapi juga mencapai tujuan fundamental yakni kemaslahatan umat serta terhindar 

dari praktik-praktik yang merugikan negara. 

Eksistensi pengawasan oleh Inspektorat memiliki landasan hukum yang 

kuat. Berdasarkan pasal 216 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Inspektorat Daerah mempunyai 

tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 

Perangkat Daerah”.1 Salah satunya terkait urusan pengawasan terhadap keuangan 

Desa yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)  Permendagri No. 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa 

“Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota”.2  

Secara spesifik, dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri No 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa 

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP Daerah 

Kabupaten/Kota dan Camat”.3  Maksud dari pasal 4 ayat 2 bahwa pengawasan 

 
1 Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
2 Pasal 74 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
3 Pasal 4 ayat 2 Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa. 
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pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan secara komprehensif oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota dan Camat.  

Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) merupakan sebuah unsur pengawas pemerintahan daerah yang 

dipimpin inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Sleman bertugas 

membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan salah satunya dalam pengawasan pelaksanaan terhadap Dana Desa di 

Kabupaten Sleman khususnya di Kalurahan Sidoarum. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 

transparansi di Kalurahan Sidoarum dapat dianalisis melalui nilai-nilai Islam. Jika 

dikaitkan dengan perspektif Siyasah Maliyah, pengawasan Inspektorat 

mencerminkan lembaga yang bertugas menjaga kemaslahatan publik dan 

memastikan bahwa amanah harta rakyat (Dana Desa) didistribusikan dengan 

prinsip keadilan. Perspektif Siyasah Maliyah dapat dijadikan sebagai sebuah 

landasan dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan 

Desa yang lebih baik. Siyasah Maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat 

karena tiga faktor yang berhubungan dengan Siyasah Maliyah adalah rakyat, harta 

dan pemerintah.4 Dana Desa bukan merupakan milik pemerintah desa, melainkan 

titipan Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada 

Tuhan dan secara horizontal kepada masyarakat. Dalam hal ini, Inspektorat tidak 

 
4 Janeko dan Uzlah Wahidah. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa 

(PAD)." The Republic: Journal of Constitutional Law 1.1 ( 30 April 2023): 27-41. 
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hanya berfungsi sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk 

memastikan bahwa prinsip Siyasah Maliyah berjalan demi mencapai kemaslahatan.  

Tinjauan Siyasah Maliyah menuntut bahwa pengawasan bukan sekadar 

pemeriksaan angka, melainkan memastikan prinsip keadilan dalam distribusi harta 

kepada rakyat sudah terpenuhi. Kesenjangan antara regulasi formal yang ketat 

dengan implementasi yang terkadang masih menemui kendala teknis dan moral 

inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif 

menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa setiap kebijakan fiskal di tingkat 

kalurahan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan sosial dan bersih dari unsur 

kemudaratan.  

Berdasarkan fenomena yang diangkat, penelitian ini secara eksplisit 

memfokuskan diri pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman 

terhadap pengelolaan Dana Desa, dengan studi di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon 

Godean, Kabupaten Sleman.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana 

mekanisme pengawasan tersebut diimplementasikan, sekaligus mengkajinya dari 

tinjauan perspektif Siyasah Maliyah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut dalam upaya 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Dengan mengintegrasikan 

pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Siyasah Maliyah, diharapkan 

dapat meningkatkan integritas pengelolaan Dana Desa, tata kelola yang baik dalam 

keuangan Desa, serta mendorong pembangunan Desa yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, judul penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu: “Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Sleman Terhadap Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah 

Maliyah (Studi di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten 

Sleman)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman 

terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon 

Godean, Kabupaten Sleman?  

2. Apakah pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman 

terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pengawasan 

Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di 

Kalurahan Sidoarum. 
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b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian prinsip-prinsip Siyasah 

Maliyah dalam pelaksanaan pengawasaan Inspektorat Kabupaten 

Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sebuah 

pemikiran dan fakta yang dapat memajukan pemahaman ilmiah serta 

dapat dijadikan sebagai bahan penelitian ilmiah di masa yang akan 

datang. 

b. Secara praktis 

Penulis berharap penelitian ini memberikan rekomendasi kepada 

Inspektorat Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas 

terhadap pengelolaan Dana Desa, serta memberikan masukan bagi 

pemerintah daerah terkait tata kelola keuangan yang transparan.  

c. Secara sosial  

Penulis berharap memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak-

pihak terkait mengenai pentingnya pengawasan yang baik terhadap 

Dana Desa, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan publik berdasarkan nilai-nilai Islam.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka merupakan kajian tentang hubungan pembahasan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 
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dilakukan. Peneliti menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan topik ini 

sebagai berikut : 

Pertama, Skripsi karya Andi Maparessa yang berjudul “Peran Inspektorat 

Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”. Skripsi Andi Maparessa berfokus 

pada peran Pelaksanaan Inspektorat Daerah di wilayah Desa Bacu, Kecamatan 

Barebbo, Kabupaten Bone. Namun, Skripsi Andi Maparessa belum menyentuh 

masalah struktural di tingkat Inspektorat dan tidak ada analisis dari sisi etika hukum 

islam. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori 

Siyasah Maliyah untuk melihat sejauh mana pengeimplementasian yang dilakukan 

Inspektorat jika ditinjau dari prinsip Siyasah Maliyah.5 

Kedua,  Artiel Jurnal oleh Hasan Dasuki, dkk yang berjudul “Pengaruh 

Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di 

Kebupaten Bandung Barat”. Penelitian tersebut berfokus untuk menguji hipotesis 

angka dan statistik. Namun, penelitian tersebut hanya memotret hubungan antar 

variabel secara makro melalui kuesioner, namun tidak mampu menjelaskan  

kendala teknis serta moral terjadi secara mendalam di lapangan. Penelitian ini 

mengisi kekosongan tersebut dengan mencari ke dalam akar permasalahan yang ada 

dilapangan untuk membuktikan secara statistik bahwa pengawasan itu penting.6 

 
5 Andi Maparessa, “Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan 

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”. Skripsi (Universitas 

Hasanuddin, 2023). 
6 Hasan Dasuki, Agustina Setiawan, dan Rira Nuradhawati. "Pengaruh Pengawasan 

Inspektorat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung 

Barat." Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Vol 1 No.2 (Februari 2025). 
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Ketiga, Artikel Jurnal oleh Ramadhani yang berjudul “Optimalisasi 

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung”. Penelitian tersebut berfokus pada upaya manajerial 

dan administratif untuk mengoptimalkan pengawasan. Namun penelitian tersebut 

belum menunjukkan dampak yang konkret yang ada dilapangan. Penelitian ini 

mengisi celah tersebut dengan tidak hanya melihat masalah umum saja melainkan 

membuktikan adanya dampak tersebut dan melihat dari sisi kewajiban pemerintah 

dalam menjamin transparansi harta publik. 7 

Keempat, Artikel Jurnal oleh Mariyam Lakoro, dkk yang berjudul “Model 

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango”. 

Penelitian tersebut  memiliki fokus dalam mengidentifikasi dan menganalisis model 

pengawasan yang diterapkan dan faktor-faktor penghambat yang secara signifikan 

memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 

Bone Bolango. Namun, penelitian tersebut hanya melihat kesesuaian model 

pengawasan dengan aturan teknis dan tidak menganalisis upaya Inspektorat dalam 

pengawasan ditengah keterbatasan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut 

dengan menganalisis kebijakan teknis yang dilakukan Inspektorat dalam 

melakukan pengawasan ditengah keterbatasan.8 

 
7 Ramadhani, “Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat 

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” Doctoral dissertation, Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri (2022). 
8 Mariyam Lakoro, Yosef P. Koton, dan Herwin Mopangga, “ Model Pengawasan 

Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango”. Innovative: Journal Of Social 

Science Research Vol. 3 No.6 (2023). 
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E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori adalah pondasi dalam penelitian yang ditujukan dan 

abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam 

membantu penelitian karya ilmiah ini. Hal ini adalah suatu jaringan interaksi yang 

dibangun secara logistik antara variabel yang bekerja sama untuk mengatasi 

masalah penelitian yang telah ditentukan oleh wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teori Pengawasan  

Pengawasan menurut Hadari Nawawi bahwa pengawasan adalah 

proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi 

terhadap kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran.9 Proses itu 

secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat 

beberapa unsur atau elemen yang saling berkaitan atau saling berinteraksi 

sebagai suatu kesatuan.  

Sistem pengawasan menurut George R. Terry dalam melakukan 

pelaksanaan pengawasan meliputi pertama, perencanaan yang pada 

dasarnya merupakan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. Kedua, perorganisasian yakni proses membangun kerangka 

kerja untuk mencapai tujuan. Ketiga, pelaksanaan yakni tindakan 

kepemimpinan yang bertujuan untuk mendorong seluruh anggota tim agar 

 
9 Hadari Nawawi, “Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah”, (Jakarta : 

Erlangga, 1994), hlm. 61. 



10 
 

 
 

mereka sungguh-sungguh mengerahkan upaya terbaik mereka yang dapat 

dilakukan aparatur pemerintah. Keempat, pengawasan yakni proses 

evaluasi berkelanjutan yang memastikan tujuan tercapai dengan melihat 

relevansi kegiatan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.  

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwasanya 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan agar unit kerja dilingkungan 

Inspektorat dalam melaksanakan beban tugas diperlukan juga komponen 

seperti struktur organisasi, kebijakan pelaksanaannya, rencana kerja, 

prosedur kerja, perencanaan kerja, pencatatan kerja, pembinaan personil, 

ditambah aspek manusia dan budaya yang berpengaruh terhadap 

pelaksanaan pengawasan dengan didukung sistem pengawasan.10 

Oleh karena itu penulis memilih menggunakan teori pengawasan 

untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan pengawasan tersebut 

terhadap Kalurahan Sidoarum sudah berjalan secara sistematis atau justru 

mengalami hambatan pada salah satu fungsi manajerialnya. 

2. Teori Siyasah Maliyah 

Siyasah Maliyah adalah sistem kenegaraan atau pemerintahan yang 

adil beradab dalam mengatur politik keuangan negara antara rakyat dan 

penguasa atau pelaku pemerintahan. Dalam Siyasah Maliyah mengatur hak 

hak orang miskin sekaligus mengatur pengelolaan sumber daya alam dan 

aktivitas ekonomi negara. Konstitusi yang mengatur hubungan di antara 

orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber 

 
10 Ibid. hlm 62 
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keuangan negara dan intinya Siyasah Maliyah difokuskan untuk 

memperoleh kemaslahatan rakyat dengan harta, rakyat dan pemerintahan.11 

Menurut Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam atau 

Siyasah Maliyah adalah menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer 

setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan 

kadar kemampuan sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat 

dengan gaya hidup tertentu. Siyasah Maliyah merupakan sebuah solusi atas 

berbagai persoalan individu dalam kapasitasnya sebagai manusia sekaligus 

memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan taraf 

hidupnya.12  

Menurut Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan 

hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan 

ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan 

menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.13 

Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) ditujukan untuk menjamin 

pendistribusian kekayaan negara bagi masyarakat, secara peroorangan 

sehingga terjaminnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan setiap individu 

secara menyeluruh serta bertujuan menjamin setiap individu. Dalam teori 

ini asasnya adalah pendistribusian anggaran dengan suatu mekanisme yang 

 
11 Syarifah Riyani dan Chairul Fahmi, Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan 

Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 

3. No. 1 (2024). 
12 Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Bogor: Al Azhar Press, 2009) hlm. 43. 
13 Ija Suntana, “Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 

hlm. 13 
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bisa menjamin pemenuhan semua kebutuhan secara menyeluruh bagi setiap 

individu rakyat.14 

Dalam teori ini berkaitan juga dengan problematika keuangan 

negara sekaligus pendapatan negara. Al-Quran sebagai sumber hukum 

dalam teori Siyasah Maliyah yakni tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 

261-262 sebagai berikut: 

مثلٌالذينٌينفقونٌاموالهمٌفيٌسبيلٌاللهٌكمثلٌحبةٌانبتتٌسبعٌسنابلٌفيٌكلٌسنبلةٌمائةٌحبةٌٌ

 واللهٌيضاعفٌلمنٌيشاءٌواللهٌواسعٌعليم15

الذينٌينفقونٌاموالهمٌفيٌسبيلٌاللهٌثمٌلٌَيتبعونٌماٌانفقواٌمناٌولٌَاذىٌلهمٌاجرهمٌعندٌ

 ربهمٌولٌَخوفٌعليهمٌولٌَهمٌيحزنون16ٌ

Pada surah Al-Baqarah ayat 261 jika dikaitkan dalam Politik 

Ekonomi Islam atau Siyasah Maliyah bahwa ekonomi dalam sebuah negara 

akan berhasil jika selalu berkembang dan pemerintah harus mengawasi 

keuangan negara dan pada ayat 262 bahwa negara mempunyai hak untuk 

membuat peraturan agar dapat merealisasikan prinsip tersebut.  

Penerapan Siyasah Maliyah, dalam konteks pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa wajib memastikan 

bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman sudah 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum dan kebijakan yang telah 

ditetapkan, termasuk tentang pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas 

Interal Pemerintah sebagai pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan 

 
14 Ibid. 
15 Q.S Al-Baqarah (2) : 261 
16 Q.S Al-Baqarah, (2) : 262. 
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pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut maka penulis memilih untuk 

menggunakan teori ini dalam menjawab rumusan masalah terkait 

pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman yang dikaji melalui pendekatan 

keislaman. 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan upaya ilmiah yang didasarkan pada analisis dan 

konstruksi serta dilakukan secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

memaparkan keadaan sekaligus fenomena mengenai obyek dilapangan. 

Peneliti secara spesifik mengunjungi obyek penelitian untuk 

mengumpulkan data dan informasi terkait topik yang sedang diteliti dengan 

cara terjun langsung ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sleman dan Balai 

Desa di Kalurahan Sidoarum. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini menggunakan analisis-kualitatif, yaitu penelitian 

terhadap pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 

pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidaorum. Penyusun menjabarkan 

fakta- fakta yang terjadi dalam praktik tersebut, dikemas, lalu disusun secara 

sistematis untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan mengenai fakta- 

fakta tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan 

sosiologi hukum dengan melakuan riset lapangan yang bertujuan 

memahami pelaksanaan pengawasan Inspektorat untuk selanjutnya ditinjau 

kembali menggunakan aturan tertulis yang ada. Seasil akhir dalam 

penelitian.17 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian selama 

penelitian dilapangan.18 Data ini didapatkan melalui wawancara 

langsung, maupun pelaporan yang mencakup mekanisme pelaksanaan 

pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana 

Desa di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. 

b. Data Sekunder 

Data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data 

sekunder diperoleh guna mendukung penelitian berupa bahan-bahan 

hukum, maupun kajian literatur dan dokumen terkait yang berhubungan 

dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 

Sleman. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara  

 
17 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 105. 
18 Ibid.  
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Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.19 proses 

komunikasi dengan melakukan pertukaran pertanyaan dan jawaban 

antara peneliti dan informan atau partisipan penelitian dalam rangka 

mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara akan 

dilakukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sleman dan Kepala Desa 

ataupun staff yang menangani audit keuangan Desa. Wawancara akan 

dilakukan terkait data informasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa serta kendala yang 

dihadapi dalam pengawasan tersebut. 

b. Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan mencari data mengenai catatan dan dokumen 

yang terkait dengan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian. 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh banyak 

pemikiran terkait pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 

pengelolaan Dana Desa. 

6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan 

model analisis interaktif. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan semuanya dilakukan secara menyeluruh dan 

komunikatif dalam penelitian ini. 

 
19 Muslam Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”, (Malang: UMM 

Press 2009), hlm. 114. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika Pembahasan mengenai struktur didalam penelitian, yang juga 

menguraikan isi tulisan. Kelima bab yang menyusun tulisan penelitian ini dibagi 

lagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan beberapa pembahasan. 

Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :  

Bab pertama, yaitu terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, kegunaan pelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penlitian dan terkait sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian, yakni teori Pengawasan dan Siyasah Maliyah. 

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum Kalurahan Sidoraum di 

Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dan Implementasi Dana Desa di 

Kalurahan Sidoarum. 

Bab keempat, penyusun menguraikan analisis dan data yang diperoleh dan 

membahas terkait implementasi dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa dan selanjutnya pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan 

Dana Desa tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip Siyasah Maliyah. 

Bab terakhir, penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari 

jawaban pokok dari rumusan masalah dalam penelitian, disertai dengan daftar 

pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan yang digunakan 

dalam penyusunan penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat 

ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah : 

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 

pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum secara teoritis dan 

prosedural telah dilakukan melalui serangkaian upaya yang terstruktur 

yang sudah sesuai secara tekstual namun belum optimal secara 

implementasi. Karena implementasi di lapangan sangat terhambat oleh 

masalah kapasitas SDM Inspektorat yang minim. Keterbatasan ini 

menyebabkan frekuensi audit yang sangat rendah yakni sekitar 4-5 

Kalurahan per tahun dan secara spesifik Kalurahan Sidoarum mengalami 

kekosongan pengawasan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Sleman 

selama periode 2020 hingga 2023.  

2. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman ke Kalurahan 

Sidoarum belum menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah karena 

minimnya SDM dan adanya skala prioritas pengawasan yang bersifat 

mandatory, pemeriksaan seringkali harus ditinggalkan atau tertunda 

karena adanya program mandatory dari pemerintah yang lebih tinggi 

sehingga berimplikasi pada pelanggaran prinsip Keadilan, 
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Keseimbangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kewajiban Negara untuk 

menjamin tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel di Kalurahan 

Sdioarum. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Inspektorat Kabupaten Sleman 

1) Mendesak Pemerintah Kabupaten Sleman untuk segera 

memenuhi kebutuhan SDM auditor dan pengawas internal guna 

meningkatkan rekuensi audit dan pemerataan pengasan di 

seluruh 86 Kalurahan.  

2) Mengembangkan dan menerapkan pola pengawasan berbasis 

risiko untuk memprioritaskan Kalurahan dengan Alokasi Dana 

Desa yang besar atau memiliki potensi risiko penyimpangan 

tinggi sebagai solusi jangka pendek di tengah keterbatasan 

SDM. 

3) Memperkuat kolaborasi dengan Kapanewon dan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) agar fungsi 

pembinaan dan pengawasan primer dapat berjalan lebih efektif 

dan membantu menutup celah pengawasan yang ditinggalkan 

oleh APIP. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman 

1) Memastikan pemenuhan kewajiban negara untuk pengawasan 

yang efektif dengan segera mengatasi masalah SDM di 



89 
 

 
 

Inspektorat, sehingga prinsip Kewajiban Negara dalam Siyasah 

Maliyah dapat terpenuhi secara komprehensif. 

2) Meningkatkan transparansi publik dengan memastikan laporan 

hasil pengawasan (LHP) Dana Desa, yang tidak bersifat rahasia, 

dapat diakses oleh masyarakat (misalnya melalui media digital) 

sebagai bentuk Transparansi dan Tanggung Jawab Negara. 

3) Meninjau ulang atau menyediakan sumber daya tambahan 

khusus untuk program pengawasan mandatory agar tidak 

mengganggu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

yang rutin, sehingga Kalurahan yang sudah lama tidak diperiksa 

seperti Kalurahan Sidoarum tidak terus tertunda 

pemeriksaannya. 

3. Bagi Kalurahan Sidoarum  

1) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

Musyawarah di Kalurahan agar perencanaan anggaran Dana 

Desa benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil 

masyarakat Desa, sejalan dengan prinsip Kesejahteraan Rakyat. 

2) Meningkatkan ketertiban administrasi dan percepatan 

pengiriman dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap 

dan akurat kepada Inspektorat. Hal ini penting untuk 

mendukung kelancaran proses audit dan mewujudkan prinsip 

transparansi yang cepat.  
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